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ABSTRAK

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman merupakan salah satu
sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kontribusi PBJT sektor makanan dan minuman serta mengkaji
efektivitas pemeriksaan menggunakan metode uji petik (sampling) dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, dan
wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan data realisasi
penerimaan PBJT tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT makanan
dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan
cenderung meningkat setiap tahun. Penerapan metode uji petik terbukti efektif dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran pajak. Oleh
karena itu, metode uji petik dapat menjadi strategi yang efisien dalam optimalisasi
penerimaan PBJT.

Kata Kunci : PBJT, Pajak Makanan dan Minuman, Uji Petik, Penerimaan Pajak
Daerah

ABSTRACT
The Tax on Certain Goods and Services (PBJT) levied on food and beverages is a crucial source of
Locally-Generated Revenue (PAD) for Palembang City. This study aims to analyze the contribution
of the food and beverage sector to PBJT revenue and to examine the effectiveness of audits utilizing
a sampling method in optimizing local tax receipts. The research employed observation,
documentation, and interviews at the Palembang City Regional Revenue Agency, utilizing data on
realized PBJT revenue from 2020 to 2024. The findings indicate that the PBJT on food and
beverages makes a significant contribution to local tax revenue and shows an upward trend year-
on-year. The implementation of the sampling method proved effective in enhancing taxpayer
compliance and mitigating potential tax revenue leakage. Consequently, the sampling method
serves as an efficient strategy for optimizing PBJT revenue.
Keywords : PBJT (Tax on Certain Goods and Services), Food and Beverage Tax, Spot
Check, Regional Tax Revenue
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PENDAHULUAN

Pajak daerah menjadi salah satu instrumen pembiayaan pemerintahan dan
pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan
keuangan pusat dan daerah serta menetapkan kerangka pajak daerah, termasuk
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023). Ketentuan pelaksanaannya
dijabarkan antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
(Republik Indonesia, 2023). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah perlu
memastikan bahwa pendataan objek pajak, pelaporan, pembayaran, dan
pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan.

PBJT makanan dan/atau minuman berkaitan dengan penjualan atau

penyerahan oleh restoran dan penyedia jasa boga atau katering yang memenuhi
kriteria peraturan. Istilah PBJT menggantikan istilah pajak restoran dalam kerangka
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (2022)
juga menekankan perbedaan PBJT daerah dengan PPN atas penyerahan makanan
dan minuman. Ketepatan identifikasi objek pajak menjadi langkah awal agar
pengawasan menyasar usaha yang memang memenuhi Kriteria pengenaan pajak.
Kajian hukum mengenai objek pajak restoran setelah UU HKPD juga menyoroti
pentingnya kejelasan aturan objek pajak di tingkat daerah (Wardina Marshufah
Fauzan Alyafi'i, 2023).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk
pemahaman ketentuan, sanksi, kualitas layanan, dan kegiatan pemeriksaan. Studi
Pahala et al., (2022) menemukan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman regulasi,
dan sanksi berkaitan positif dengan kepatuhan wajib pajak restoran pada konteks
yang diteliti (Sri Astuti et al., 2020)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang dapat menggunakan
uji petik sebagai salah satu prosedur pengawasan untuk memeriksa kesesuaian
transaksi, catatan penjualan, dan pelaporan wajib pajak. Pemeriksaan sampel dapat
melibatkan struk penjualan, laporan sistem kasir atau point of sales (POS), dan
rekapitulasi omzet sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: bagaimana perkembangan
realisasi PBJT makanan dan minuman di Kota Palembang pada 2020—-2024, dan
bagaimana uji petik dapat mendukung pengawasan serta apa saja data yang
diperlukan untuk menilai efektivitasnya. Pembahasan tata kelola digital dan
perencanaan daerah digunakan sebagai konteks pendukung, bukan sebagai bukti
langsung efektivitas pemeriksaan pajak.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode
penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena
secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Metode ini dipilih
karena penelitian berfokus pada pelaksanaan pemeriksaan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman melalui metode uji petik (sampling)
di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Penelitian ini tidak hanya
melihat perkembangan angka penerimaan pajak, tetapi juga mengkaji proses
pemeriksaan, mekanisme pengawasan wajib pajak, kendala yang dihadapi petugas,
serta tindak lanjut dari hasil pemeriksaan (Lasmini & Wuku Astuti, 2019).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati
secara langsung kegiatan pengelolaan dan pemeriksaan PBJT di Bapenda Kota
Palembang, terutama proses pelaksanaan uji petik, pengawasan wajib pajak, serta
verifikasi data transaksi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan
menelaah dokumen yang relevan, seperti data realisasi penerimaan PBJT restoran
tahun 2020-2024, laporan hasil pemeriksaan uji petik, rekapitulasi wajib pajak, dan
SOP pemeriksaan pajak daerah, sesuai dengan ketersediaan serta izin akses
dokumen (Agus Mulya, 2024). Sementara itu, wawancara dilakukan kepada
pegawai atau petugas yang terlibat dalam pemeriksaan PBJT untuk memperoleh
informasi mengenai prosedur pemeriksaan, kendala pelaksanaan, dan tindak lanjut
atas hasil uji petik. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi
untuk memperoleh informasi yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang
diteliti (Wardina Marshufah Fauzan Alyafi'i, 2023).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif melalui tahapan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada
tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun hasil observasi, dokumen, dan
wawancara. Selanjutnya, data dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus
penelitian, seperti pelaksanaan uji petik, kendala pemeriksaan, dan perkembangan
penerimaan PBJT. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif
serta tabel sederhana apabila diperlukan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan
berdasarkan hasil analisis dan membandingkan informasi dari berbagai sumber
untuk memeriksa kesesuaiannya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Kontribusi Pajak Makanan dan Minuman Terhadap Penerimaan
Pajak Daerah

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman
merupakan salah satu pos pendapatan pajak daerah yang strategis karena berkaitan
langsung dengan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data realisasi PBJT restoran
Kota Palembang selama tahun 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan
penerimaan dari tahun ke tahun, baik secara nominal maupun persentase kontribusi
terhadap target penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp.102,10 miliar.
Meskipun mengalami penurunan secara nominal dibandingkan tahun 2022,
persentase realisasi tetap melampaui target (102,37%), yang mengindikasikan
bahwa sektor makanan dan minuman masih menjadi salah satu kontributor penting
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, diagram ini
menegaskan bahwa sektor restoran memiliki peran strategis dalam menopang
penerimaan PBJT meskipun dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kondisi
pandemi.

Indikasi kontribusi signifikan

Peningkatan penerimaan PBJT restoran menunjukkan bahwa aktivitas
konsumsi masyarakat di sektor kuliner menjadi salah satu penyokong utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut penelitian Dwikatama (2022), struktur
pajak restoran di beberapa kota di Indonesia mampu menyumbang lebih dari 30%
PAD pajak daerah, khususnya kota besar yang memiliki perkembangan industri
makanan-minuman.

Interpretasi Data (2020-2024)

Jika ditinjau per tahun, terjadi perubahan kepatuhan yang selaras dengan

kenaikan penerimaan:
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Diagram Lingkaran Kontribusi Realisasi PBJT Makanan dan Minuman 2020-2024
2020

2024

2021

2022

Gambar 1. Diagram lingkaran Realisasi PBJT

Berdasarkan diagram lingkaran tersebut dapat diketahui bahwa:

® Tahun 2024 memberikan kontribusi terbesar terhadap total realisasi PBJT
makanan dan minuman selama periode 2020-2024, yaitu sekitar 29,2%.

® Tahun 2023 menyumbang sekitar 23,0%, menunjukkan stabilitas penerimaan
setelah peningkatan signifikan pada tahun sebelumnya.

® Tahun 2022 berkontribusi sekitar 21,6%, yang menandai fase peningkatan tajam
penerimaan PBJT.

® Tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 14,9%, mencerminkan pemulihan
pascapenurunan ekonomi sebelumnya.

® Tahun 2020 memiliki kontribusi terendah, yaitu sekitar 11,3%, yang dapat
dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan pembatasan aktivitas usaha.

Data menunjukkan juga bahwa setelah Covid-19 dan adanya perubahan
perilaku konsumsi masyarakat, peningkatan terjadi seiring penguatan pengawasan
PBJT melalui sampling. Kenaikan tahun 2022 dan lonjakan signifikan tahun 2024
mengindikasikan bahwa intensifikasi pemeriksaan berdampak pada pelaporan
pajak yang lebih akurat (Pahala et al., 2022).

Kontribusi PBJT terhadap Stabilitas PAD

Dalam fiskal daerah, PBJT makanan-minuman berperan sebagai salah satu
sumber pendapatan stabil ketika sektor pajak lain mengalami penurunan. Karakter
konsumsi makanan-minuman yang bersifat kebutuhan primer menyebabkan
aktivitas restoran tetap berlangsung walaupun terjadi krisis(Sari et al., 2025).
Karena itu, optimalisasi PBJT melalui pemeriksaan sampling akan memperkuat
kesinambungan kapasitas fiskal Bapenda Kota Palembang di masa mendatang.
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Tabel 1. Kondisi Ekonomi Realisasi PBJT 2020-2024

Tahun ||Realisasi PBJT (Rp) |[Kondisi Ekonomi Keterangan
2020 99.227.792.766||Pandemi Covid-19 Tetap terealisasi >80% target
2021 130.807.488.195|Pemulihan ekonomi Kenaikan signifikan pasca pandemi
2022 189.079.075.816||Stabil Konsumsi masyarakat meningkat
2023 202.102.428.945|Stabil PBJT tetap tumbuh konsisten
2024 256.127.152.108|[Tekanan ekonomi global ||Lonjakan penerimaan PBJT

Penerapan Pemeriksaan PBJT melalui Metode Uji Petik (Sampling) oleh
Bapenda

Uji petik merupakan pemeriksaan atas sebagian transaksi atau periode yang
dipilih untuk menilai kesesuaian catatan penjualan dengan pelaporan wajib pajak.
Pelaksanaannya perlu mengikuti peraturan daerah, ketentuan pelaksana, dan
prosedur internal yang sah. Pemeriksaan dapat membandingkan struk penjualan,
laporan POS, rekapitulasi omzet, dan pelaporan pajak, dengan memperhatikan
kelengkapan, periode, dan keterlacakan data. Pemanfaatan sistem informasi pada
tata kelola pemerintah dapat mendukung pengelolaan data, tetapi penerapannya
harus sesuai kebutuhan dan kapasitas organisasi (Farhatunnisa et al., 2025).
Kontribusi Metode Uji Petik dalam Optimalisasi Penerimaan PBJT Sektor
Makanan Minuman

Secara empiris, data realisasi PBJT restoran tahun 2020-2024 menunjukkan
peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari besarnya
tren kenaikan total penerimaan terutama setelah implementasi intensifikasi
pemeriksaan melalui uji petik.
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Realisasi PBJT berdasarkan data

Diagram Batang Realisasi PB|T Makanan dan Minuman 2020-2024
lell
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Gambar 2. Diagram batang PBJT

Peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa pemeriksaan lapangan
mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, metode sampling menjadi
efektif karena dapat menemukan potensi underreporting, misalnya restoran yang
melaporkan omzet lebih rendah dibanding jumlah transaksi riil yang tercatat pada
POS atau hasil observasi.

Uji petik terbukti dapat meningkatkan akurasi potensi pajak serta
mengurangi resiko pajak menguap (tax leakage). Implikasinya terhadap
optimalisasi penerimaan PBJT adalah:

1. Meningkatkan validitas data omzet restoran,
2. Mengurangi manipulasi laporan,
3. Memperluas basis pajak,

4. Menambah penerimaan riil, mendorong wajib pajak untuk patuh secara
berkelanjutan
SIMPULAN

Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan
minuman merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang memiliki
peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data
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realisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman selama periode 20202024,
terlihat adanya tren peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun setelah
menghadapi dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut
menunjukkan bahwa sektor usaha makanan dan minuman memiliki potensi yang
cukup besar dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu,
diperlukan upaya pengawasan dan pengelolaan pajak yang baik agar potensi
penerimaan dari sektor tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan
pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, termasuk
melalui metode uji petik atau sampling. Pelaksanaan pemeriksaan ini mengacu pada
ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta prosedur operasional
yang berlaku. Melalui bidang yang menangani pengawasan dan pendataan, yaitu
DALSISTA, pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengambil sampel transaksi
usaha makanan dan minuman, seperti struk penjualan, laporan Point of Sales (POS),
dan rekapitulasi omzet harian. Metode uji petik memungkinkan petugas memeriksa
kesesuaian data transaksi dan pelaporan pajak tanpa harus memeriksa seluruh
transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, pemeriksaan dapat
dilaksanakan secara lebih terarah dan efisien.

Penerapan metode uji petik juga berpotensi membantu Bapenda dalam
mengidentifikasi ketidaksesuaian antara omzet yang sebenarnya dengan omzet
yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai
dasar untuk melakukan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian, sekaligus
mendorong wajib pajak agar lebih tertib dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Apabila dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan, uji petik dapat
menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
mendukung optimalisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman.
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